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BUPATI GOWA 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUP A TI GOWA 
NOMOR : ,$J '1'u1111 2811 

TENT ANG 

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, JNSENTIF RUKUN 
TETANGGA DAN RUKUN WARGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUP A TI GOW A, 

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 100 huruf f 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
perlu mengatur mengenai Tunjangan Badan Permusyawaratan 
Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 

b. bahwa berdasararkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun 
Tetangga dan Rukun Warga. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 



5. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

MEMUfUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA 
DAN RUKUN WARGA 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati :ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Gowa. 
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas Wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak Asal Usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistirn pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas 
dan kewajiban untuk menyelenggarakan rurnah tangga desanya dan melaksanakan 
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

8. Badan Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian 
dari kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui 
musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wi!ayah kerjanya yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Desa. 

10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah 
lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Desa. 

11. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas 
dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai 
aturan pelaksana atas Peraturan Desa. 

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 



14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat 
RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 
(enam) tahun. 

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran 
dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 
yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten setelah Dana Alokasi Khusus. 

BAB II 

TUNJANGAN BAD AN PERMUSY AW ARATA DESA, INSENTIF RUKUN 
TETANGGA DANRUKUNWARGA 

Pasal 2 

(1) Badan Permusyarawatan Desa diberi Tunjangan sesuai dengan kemampuan 
keuangan Desa. 

(2) Rukun Tetangga dan Rukun Warga diberi Insentif sesuai dengan kemampuan 
keuangan Desa. 

BAB ill 

RINCIAN TUNJANGAN BAD AN PERMUSYAW ARATA DESA, INSENTIF 
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA 

Bagian Kesatu 
Tunjangan Badan Permusyawarata Desa 

Pasal 3 

: Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) 
: Rp800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) 
: Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu 

rupiah) 
: Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) d. tunjangan Anggota BPD 

Rincian tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), per bulan 
sebesar: 
a. tunjangan Ketua BPD 
b. tunjangan Wakil ketua BPD 
c. tunjangan Sekretaris BPD 

Bagian Kedua 
Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga 

Pasal4 

Besaran Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2), per bulan sebesar : 
a. Insentif Ketua RT : Rpl00.000,- (seratus ribu rupiah) 
b. Insentif Ketua RK :Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu 

rupiah) 



,· 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peratu.ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa. 

Ditetapkan di Sungguminasa 
pada tanggal, 11 :re� 201& 

BUPATI GOWA, 

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL 

Diundangkan di Sungguminasa 
pada tanggal it Pearaari 2811 

TARIS DAERAH KABUPATEN GOWA 

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 NOMOR � 


